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GUBERNUR  SULAWESI  TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 29 TAHUN  2016

TENTANG

RINCIAN PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2015, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun Anggaran 2015;

SALINAN
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);
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5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Pokok- Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 64);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 70, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 56);

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah Tahun  Anggaran 2015
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 79, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 65);

8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah
Provinsi  Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Nomor 71);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1
Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2015 terdiri dari atas :

a. Pendapatan
1. Pendapatan Asli Daerah Rp 904.937.124.509,16
2. Dana Perimbangan Rp1.557.754.565.164,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 438.895.892.880,00

Jumlah Pendapatan Rp2.901.587.582.553,16

b. Belanja
1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai Rp 531.258.852.220,10
b) Belanja Bunga Rp -
c) Belanja Subsidi Rp -
d) Belanja Hibah Rp 578.491.677.000,00
e) Belanja Bantuan Sosial Rp 2.025.000.000,00
f) Belanja Bagi Hasil Rp 307.534.979.186,60
g) Belanja Bantuan Keuangan Rp 106.638.837.601,00
h) Belanja Tidak Terduga Rp 126.979.250,00

Rp1.526.076.325.257,70
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2. Belanja Langsung
a) Belanja Pegawai Rp 143.934.107.475,00
b) Belanja Barang dan Jasa Rp 840.745.925.332,97
c) Belanja Modal Rp 442.524.325.052,00

Rp1.427.204.357.859,97

Jumlah Belanja Rp 2.953.280.683.117,67

Surplus/(Defisit) Rp (51.693.100.564,51)

c. Pembiayaan :
1. Penerimaan Rp. 135.829.772.307,69
2. Pengeluaran Rp. 6.700.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 129.129.772.307,69

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 77.436.671.743,18

Pasal 2
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam
penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal  4
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran
II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
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Pasal  5
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 13 September 2016

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd
LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 13 September 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

DERRY B. DJANGGOLA
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ABD. HARIS YOTOLEMBAH, SH. M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19610421 198401 1 004

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR : 472


